
< ^ =O C <= ~. DJ

to ~ ^ ^.^ '~^
"' ^^. , CD :, ^;.. ~'^S' ^. - ^ :' ^;. a:
=.'=Z Q. . ~' ^ co

.'6;^' 7<n, , ,
co ^ = 00'01='
in ^ $2. ^ =.^ n>

Cm co -." co !"0'3 ' ='O .<DJ ^;'^ .<^rib ,
o ,, , EQ. '=00 . = ^'b

^I\> -="
co~ 03Q>'
^:^ co
coco C>^a"
b<0 =S^^
o. 8; >e^ o7'
.^"^ ^ ^"<D

co
^

co
=
=

co
o
CD

- :>< =.
Q. co =
O ^ o
co 5; co
- o
co

:,< ^
~ g,

^. ^. co -
00
03 Co- DJ
co' 5:0o=

~. ^
= <>
o. 0=

5.00 ,-:^:
copy 9.02'
-=

DJ O

9 .=
O =q
=~ 0. <0
9.0 ,,~^ Co

^^co
-co =

co -.

' ^ .^;
o3 :='

^
co
=

;^.
9! O

^
in 90



DinerDON^SIA PADA^I^GLOBAL

Lawpolilibsin CMC area which is arranged in Constitution Rli945is 'equal 11^hi
nation at the same time Indonesia citizen without dWerentiating its background
can solve the problem of ethnicalcivicofChinesein Indonesia, Policy of problei
ethnicalcivic of Chinese in Indonesia in factshowgrowth seething with excitein
by abolishing of conditions figure in SBKRlin certain importances, pass
published regulation. Applying ofpol^by regard^^9thesolvingoftheproblem ofe
of Chinesefrilndonesiathereareresistance^hitsimplementationinfield.

Kata Kunci: PolitikHukum, Kewarganegaraan

fundjung Heming Sitabuana *

Negara Indonesiaadalah NegaraKesatuan,
yang berbentuk Republik, demikian bunyi
ketentuan Pasalt ayatl UUD NRITahun 1945.
Salain iru, Negara Indonesia juga dikenal
sebagainegara kepulauan (Pasa125AUUD NRl
Tahun 1945), karena memillkitidak kurang dan
17,508 buah pulau yang meinbentang dart
Sabang sampai Mereuke. Sebagai negara
kepulauan, Indonesia dihunioleh berbagaisuku
bangsa (Iebih kurang 700 suku bangsa), balk
yang berusal dart Indonesia sendiri inaupun
yang berasaldatinegara lain terapisudah lama
tinggal dilndonesia, dan masing-masing suku
bangsa tersebut meinpunyai budaya, bahasa,
adat kebiasaan dan againalkepercayaan
masin -masin ' Salah satu di antara sukumasing-masing . Salah satu di antara suku
bangsa tersebut adalah suku bangsa atau etnis
Cina. 2

Imigran etnis Cina yang berdatangan to
Nusantara seiak berobad-abad silam adalah
bagian penting dart seiarah Bangsa Indonesia.

Abstract

Karena meskipun penduduk
menganggap jinigran etr
"peranakan" inaupun "totok'I
asing karena tidak mein11iki da
tanah leiuhur mereka bereda ^
dan mereka bukan bagian a
totapi mereka dapat meinI
beadampingan secara Iukun d
setompat, dengan member
mereka masing-masing . Meni
Iauh sebelum kedatangan I
telah terradi asimilasi antara I
dengan penduduk setempat,
perkawinan campuran.
menunjukkan bahwa eksist
sangat menguntungkan I
perkembangan bagi daerah y
karenamerekamembawadan

alat-alat, itinu dan teknolo
berguna dan negerlnya (s!
bemainpan satu untuk meniml

* TundjungHemlngSitobuanaadalahDosenFakul^SHUkumUniveisitasSemaiang,
I H. A. R. itaar, 2007. Mengindonesia. Etn^atasdanldenMasBangsalndonesia, TinjauandartPeispektifllmuPeni

Jakarta, hal. xvii.
2 Me!y G Tan (ed. ), 1979, Golongan Etnis lionghoa dimdonesid, Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa

hal. x.

3 Wasin0,2006, WongJawadan WongCina. Uka-irkuHubunganSosialanlaraEintsCiriadenganJawadiSolo I^
PRESS, Semarang, ha1.22

4 Orighokham, 1983, RakyatdanNegara. Jakarta, SinarHarapan, ha1.29.
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menghitung, fengshui (11mu Ruang Cina),
toknobgi pembuatan gula tebu, tahu, bihun,
kecap, penyulingan altoholdan pembuatan alat-
alatrumah-tangga'. BahkanSumantoAIQurtuby
dengan "Teori Cina" nya mengatakan bahwa
Islam datang ke Nusantara bukan dan Timur
TengahlArab inaupun GujaraVlndia, tetapi dart
Cina yang dikenal sebagai inoyangnya
Buddhismedan Konfusianisme. '

Pada masa pemerlntahan Orde Lama,
dalam rangka meinbendung makin Kuatnya
POSisi ekonomi etnis Cina of Indonesia
diterapkan kebijaksanaan yang bersifat rasialis
yaitu Sistem Benteng seiak tahun 1950-1957
(yang bertujuan untuk meIaksanakan
Indonesianisasi perdagangan ekspor-impor
sekaligus meinbatasi peran etnis Gina dalam
kehidupanekonomi) danPerpres No. 10Tahun
1958 tentang Larangan Bagi Usaha
Perdagangan Kecil dan ECeran Yang Bersifat
Asing DiLuarlbukota Daerah SwatantraTingkat
I dan 11 (LN 1959 No. 128) (yang isinya
menegaskan kernbalilarangan bagietnis Cinadi
Indonesia untuk me Iakukan aktivitas
perdagangan eceran of pedesaan). Dengan
sendirinya banyak etnis Cina yang saat iru
meiniliki kewarganegaraan ganda (dwi
kewarganegaran) atau warga negara asing
harus pindah ke kota yang Iebih besar dan
meningga!kan jamgan dagang yang selama ini
merekakuasai.

Ketika NKRl menjadi salah satu negara
bagian dalam Negara RIS tenadi pembagian
warga negara di antara beberapa negaTa yang
menjadi negara bagian daiam Negara RIS
(karena semula sama-sama merupakan bagian
dan pemerintah kolonial Belanda) yang
dilakukandalam Pertanjian KMBdandituangkan

dalam PPPWN Tangga127 Desember
1950 No. 2), daiam mana warge
peranakan diberl kesempatan untuk
kewarganegaraan Indonesia. Sel
dengan UU No. 2 Tahun 1958, etnis (
berkewarganegaraan rangkapdiharus
menyatakan pilihan kewarganegaraa
meIepaskankewarganegaraannegara

Sete!ahterjadinyapergantianke
Pemerlntah Orde Baru menerapkan
asimilasi (agar etnis Cina secara
mendekatkan dirt dan secara berangs
meinbaurkan diTi ke dalam me

setempat sehingga sitat eksklusif e
dapat dihapuskan) yang diwujudka
berbagai peraturan perundang-undar
dikeluarkan. Selain iru setiap in
pemilihan urnum Pemerintah Orde B

h tikanetnisCina"'u a adameinperhatikan etnisCina; jugapada
Baru belkuasa belkembang situasi
kepadaetnis Gina diberikan peluang y
untuk berbisnis sehingga tercipta
konglomerat dan etnis Cina yang
dengan pemerintah. ' Keb^akan as
tampaknya tidak meinbawa hasil se
diharapkan karena sikap ami
Pemerintah Orde Baru sendiri yai
dengan inuriculnya kebijakan chi
berupa SBKRl of mana hanya etnis
harus meinbuktikan kewargane^
dengan SBKRlmeskipun Iahirdan se
ternurun hidup chindonesia (yang s
sudah harus hilang dengan dite
Keppres No. 56 Tahun 1996 ten'
Kewarganegaraan Republik Intoin
kernudian ditindaklanjuti dengan Iru
Tahun 1999 tentang Pelaksant
KewarganegaraanRepubliklndonesi

5 Denys Lombard, 1996, Nusa Jane: Shang Budaya, Kajton Seiarah Tamedu, Bagian It JamganAsia, PT Grainedia P
Jakar!a, ha1.2743/3.
SumantoAI Ourruby, Arus One, Islam, Jam, Bongkar Seiarah alasPeranan lionghoa dalamPenyebaranAgama Ish
AbedXVdanXVl. mspealAhimsakaiyaPiesslndonesiaPerhfrnpunanlnti. Jakarta, ha1.37.

7 Wasino, Op. GII, ha1.31.
8 MegaChiistina, 2006, SBKRINOWaj; UntokMasaDepanTanpaDisk, jininasj Yappika-AllansiMayarakatSjpiluntukDem

ha1.29-30.
9 Ibid. .ha1.91.
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Dan pedalarian waktu dapat diketahui
bahwa betoagai kebijakan tersebut di inuka
ternyata telah menimbulkan masalah yang
sangatkompleksdanrumityangdisebutdengan
"masalah Cina'. Seiain Ialinan persoa!annya
rumit dan dimensi yang terkait of dalamnya
sangat beragam, masalah Cina sudah inuricul
jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan rentang
waktu yang pantang telah meinbuat persoalan-
persoalan yang bersifat historis, yuridis,
SOSiologis, ekonomi, budaya dan polltik ini
menjaditumpang tindih karena iru tidak bisa
dipisahkan satu sama lain, dan memerlukan
penyelesaian yang komprehensif dan
menyeluruh. Demikianlah dan sisi yuridis,
masalah tersebut bechubungan dengan status
kewarganegaraan etnis Cina dengan segala
implikasinya seperti cara meinperoleh
kewarganegaraan Indonesia, SBKRl, ganti
nama, pencatatan perkawinan, dwi-
kewarganegaraandansebagainya.

Setolah Soeharto mengundurkan din dari
jabatannya yang diikuti dengan turnbangnya
Pemerlntah Olde Baru, o1eh pemerintah yang
berkuasa setelah itu (PemeTintah Orde
Reformasi)telah dilakukan beberapa perbaikan
of betoagai bidang dan peraturan perundang-
undangan yang mendiskriminasikan etnis Cina
chindonesia, dan yang terakhir ada!ah dua
undang-undang yang direrbitkan pada masa
pemerintahan Susilo BarnbangYudhoyonoyaitu
Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang
mencabut Undang-Undang No. 62 Tahun 1958
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
dan kernudian diikuti dengan Undang-Undang
No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, yang mencabut betoagai
peraturan pencatatan sipi! yang- selama ini
berlaku. Diterbitkannya dua undang-undang
baru mitelah menghembuskan angin segardan
menimbulkan harepan yang besar of kalangan

etnis Cina agar diskriminasi )
mereka alami akan segera
benarkahjamantelah berubah?
adanya dua undang-undang b
Cina" dapat diselesaikan?
realitasnya diskriminasi pad
rumput (grassroots), baik yan;
aparat kepada etnis Cina
meinberlakukan SBKRl mesk

manpun diskriminasi antar an91
etnis Cina atas dasar kelaS SOS

Pertanyaan injinunculkarenas
berada daiam era global yan!
peluang, tantangan dan sekalig
untuk mereih peluang, mengk
dan memenuhi tuntutan tels

sebuah Indonesia Incorpore
ismah Tanri Abeng)" yaitu se
bangsa, daiam halini pemt
seluruh bangsa Indonesia hai
dan bahu-meinbahutanpa keci
dibutuhkan ketahanan riasior
kondisi dinamik bangsa yang
kernampuan dan ketang
menghadapi dan mengatasi$
tantangan, hambatan serta
langsung inaupun tidt
meinbahayakan identitas,
kelangsungan hidup bangsa d
mencapai tujuan riasional,
ekonomi, SOSia!-budaya, serte
keamanan merupakan uns\
yang harus ada daiam konfi!
riasional. Sehubungan deng
inaka permasalahan-permas
termasuk masalah disl
kewarganegaraan etnis Cini
diselesaikan (karena ad
sumbangan Konstniktif yang
o1eh etnis Cina dalam meinarit

ketahananan riasional)" agars
bangsa segera dapat

10 TantiAbeng. 2000, DartMeja TanrtAbeng, Managing alauChaos?, lentanganGlobalisasidanKetidakpaslian(F
Suhar!0), Pus!akaSinarHarapan, Jakarta, ha1.42.

11 Ibid .hall95-209.
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perhatiannya daiam rangka meraih peluang,
menghadapitantangan dan memenuhituntutan
global(eksternal) yang sudah berada of depan
mata. Kernajemukan dan keberagaman yang
ada dalam masyarakat Indonesia harus
chiadikan sebagaipendorong bagikemajuandan
modal SOSial dalam meinperluangkan
ketahanan riasionallndonesia pada era global
agar bangsa Indonesia dapat tetap eksis. Tat
dapat disangkal bahwa meskipun etnis Cina di
Indonesia merupakan kelompok minoritas
(menurut Sensus Penduduk Tahun 2000 yang
hasilnya beredar pada tahun 2002, jumlah
ponduduk etnis Cina hanya I, 5% dari seluruh
penduduk Indonesia)"tetapi sangat beram dan
potensial karena fungsi kelompok ini daiam
bidang ekonomi yang merupakan suatu fungsi
kunci daiam tiap masyarakat, yang salng
disebut dengan fungsi perantara, of samping
POSisi shategis sebagai elit ekonomi atau salah
satu pelaku ekonomi utama of tingkat riasional,
yang menguasai sebagian besariumlah modal
yang beredar of dalam ringeri, dan memilki
ketangguhan, keuletan, ketrampilan dalam
berusaha dan jamgan usaha. " Halinilah yang
mendorong dilakukannya penulisan inakalah
tentang "Pornk Hukum Penyelesaian Masalah
Gina Dilndonesia Pada Era Global (Studi
Mengenai Perkembangan Kebijakan
Penyelesaian Masalah Kewarganegaraan Etnis
Cina Di!ridonesia)".

Beadasarkan Iatar betakang permasalahan
sebagaimana diuraikan di inuka, inaka
permasalahan yang akan dibahas dalam
inakalah inidirumuskansebagaiberlkut:
I. Bagaimanakah perkembangan pornik

hukum mengenaipenyelesaian masalah
kewarganegaTaan etnisCinadilndonesia?;

2. Bagaimanakah perkembangan kebijakan
mengenai penyelesaian masalah
hawarganegaraanetnisCinadilndonesia?

3. Apakah hambatan yang inun(
penerapan kebijakan in
penyelesaian masalah kewargi
etnisCinadilndonesia?

WargaNegaradan Negara
Setiap negara harus meinpur

wilayah tertentu, suatu organisasitei
suatu warga negara tertentu. Dengai
warga negara menipakan salah satu
salah satu unsur utama dalar

torbentuknya negara. Suatu neg
inungkin dayat befalli tanpa adar
negara. Hallni secara tegas dinyata
Pasall Montevideo Convention 19:

Rights and Duties of States. Dengai
warganegara adalah an990tadarisu:
Dalam Tech Kedaulatan Rakyat(sei
dikemukakan o1eh JJ Rousseau

tomentuk karena adanya contract:
pedantianmasyarakat.

MenurutPasali KonvensiDen H

1930, setiap negara meinpunyai I
untuk menentukan siapa saia yt
menjadi an990tanya atau warga I
terapi hak monak ini dibatasi o1e
principles yaitu: I). Tidak boleh be
dengan konvensi-kirivensiintema
Tidak bo!eh behantangan dengan
internasional; dan 3). Tidak bo!eh be
dengan pinsip-pinsip hukum un
secara internasional diterapkan I
penentuan kewarganegaraan. " B!
ketentuan tersebut inaka setia

meinpunyai kebebasan untuk
betoagai ketentuan yang mengatur
kewarganegaraan, daiam hallni set
meinpunyai kebebasan dalam in
status kewarganegaraan seseorar
akan menggunakan asas jus
(penentuanstatus kewarganegaraan

12 LeoSuryadinata, EviNurvidyaArifin, danArisAnanta, 2003, Ponduduklndonesia, EtnisdanAgamadalamE, apenibahani
LP3ESlndonesia, Jakarta. hal. undanha1.77400

13 TamilziTaher, Op. cit, ha1. 196497.
14 Ibid. .ha!. 239.



beadasarkan keturunan) atau asas jus soli
(penentuan statuskewarganegaTaan seseorang
beadasarkan tempat of inaria ia dilahirkan).
Meskipun demikian salap negara harus
mengingat ketentuan Pasa1 5 Deklarasi
Universal Hak-hak Asasi Manusia yang
menyatakan bahwa " Setiap oreng berhak atas
kewarganegaran dan tidak scorengpun dapat
dengan sewenang-wenang dicabut
kewarganegaraannya ataupun tidak dapat
diingkari hak untuk mengganti
kewarganegaraannya".

Pengaturan mengenai kewarganegaraan
menipakan suatu konsekuensilangsung dari
perkembangan faham riasionalisme yang
men!pakan suatu konsep yang meletakkan
kesetiaan tertinggi seseorang kepada suatu
negara (modem)tertentu. Mereka yang termat
secara yuridis dan ports pada suatu negara
tonentu pada gillrannya meinbentuk suatu
Ikatan yang disebut bangsa modem atau nation.
Warga negara menipakan an9901a penuh dari
negara yang bersangkutan. Sebagai an990ta
dan suatu negara, warga negara meinpunyai
kedudukan yang khususterhadapnegaranya. Ia
meinpunyai hubungan hak dan kewajiban yang
bersifattimbalba!ikterhadap negaranya. Disatu
sisi satap warga negara mein punyai hak untuk
mendapatkan perlindungan dari negaranya
dalam bentukapapundandimanapun ia bereda,
of sisilain ia harus tunduk dan patuh terhadap
hukum-hukum negaranya. Seba!iknya negara
berkewajiban memberikan kesejahteraan dan
permndungan kepadawarga negaranya sebagai
bentuk implementasi pelaksanaan hak-hak
asasimanusia(HAM).

Dalam konteks Indonesia mengenai
masalah kewarganegaraan diatur dalam Pasal
26 ayatl UUD RITahun 1945yang menyatakan
bahwa"yang menjadiwarga negaraialahorang-
orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan undang-
undang sebagaiwarga negara', yang kernudian
dialurlebih Ianjutdidalam peraturan perundang-

undangan yaitu UU No. 3 Tat
Warga Negara dan Penduduk
62 Tahun 1958 tentang Ki
Republik Indonesia, dan UU Ni
tentangKewarganegaraanRep

Salah satu asas dan d

kedaulatan rakyat (Pasal I e
Tahun 1945) dan pinsip Negan
ayat 3 UUD NR1 1945)
persamaan di hadapan huki
warganegara(equality beforet
Tahun 1945 telah menegaska
dalam Pasa127 ayatl yang int
"segala warga negare
kedudukannya di dalan
pemetintahan dan wajib menju
pemerintahan iru dengan tidal
Sebagai Konsekuensi dart b
persamaan di hadapan huk
warga negara" adalah berlaku
tanpa meinbeda-bedakan ba
negara atau hukum yang
disktiminatif.

Kernauan baik pembuat
(legislatorataurulemakihg fur
hanya dilihat dari toIuan per
undang yang bersangkutan,
forcermin dan tedabarkan ;
pada satu sistem kerangka
(baik dalam konsiderans, bata
dalam peruelasannya), sena
aparatpelaksana atau penege
enforcement offcer (yang tel
eksekutif yang menialankan p
atau rule application functic
yudikatif yang bersifat pasif k
datangnya yustisiabel yang rr
peradilan) yang akan sari
realisasi dart asas persam
hukum atau equally before Ih
warga negara. Dalam ha! mis
kernampuan, kernauan, dan
aparat pelaksana atau pene^
penerapan asas persamaan c
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(equality before the law). Dengan demikian,
bekerianya hukum meinarig tidak hanya
atentukan o1eh baik tidaknya produk hukum
tetapijuga o1eh komponen lain yang semuanya
merupakan satu sistem. Menurut Frledmann,
bekejanya hukum dapatdianalisis kedalam tiga
tornponen yaitu komponen SIruktur(mencakup
wadah atau bentuk dan SIStem hukum sepali
Iembaga-Iembaga hukum, dan hubungan atau
pembagian kekuasaan antarlembaga hukum),
komponen substansi(mencakup semua bentuk
peraturan in sendiri), dan komponen kultur
(mencakup nilai-nilai atau sikap yang berkaitan
dongan hukum, yang dapat menjadi dasar bagi
orang untukmenerimahukumatausebaliknya).

Hukum Daiam Masyarakat Multikultural:
KatahananNegaradalam EraGlobal

Kernajemukan budaya yang secara empirik
menjadi unsur pembentuk NKRl dan juga
merupakan konfigurasi budaya yang
mencerminkan jati dirt bangsa mitemyata juga
menyimpan potensi konflik. Meskipun konfiik
menipakan bagian dart fenomena SOSial yang
lidak dapat dipisahkan dan tidak inungkin
dihindari atau diabaikan dalam kehidupan
bersama, Iebih-Iebih dalam masyarakat yang
bereorak multikultural, ternyata dapat
mengancam integrasi bangsa. Hal ini
dikarenakankonmkantarbudayayang berwujud
pertikaian antar etnik, antar ras, antar penganut
againalkepercayaan inaupun antar 9010ngan
dalam masyarakat bersifat sangat sensitif dan
rentan ternadap suatu kondisiyang menjurus to
arah disintegrasi bangsa. Lebih-Iebih apabila
konfiik tersebut tidak diakomodasi, dikelola,
dikendalikan dan dise!esaikan dengan baik dan
bjaksanaoleh pemerlntah.

Timbulnyakonftikselaindisebabkan o1eh
adanya Konink nilai, konflik norma dan/atau
konfiik kepentingan antar komunitas-komunitas
etnik, againa/kepercayaan inaupun 9010ngan
daiam masyarakat; karena masyarakat
Indonesia telbagi to da!am kelompok-kelompok

beadasarkan identitas kultural sehii

untuk mencapai keterpaduan SOSi
cohesion) yang merupakan suatu ko
meinungkinkan masing-masing ke!o11
menialin komunikasi tanpa harus I
identitas kultural mereka;juga dapatl
pada diskriminasi pengaturan dan
pemerintah (pusat) ternadap masy
daerah), dengan mengabaik
meminggirkan nilai-nilai dan nor
hukum rakyat (Hukum
againa/kepercayaan, dan trad
masyarakat meIalui pemberlak
penegakanHukumNegara(State Law

Sehubungan dengan halterse
permasalahan-permasalahan
(termasuk masalah diskrimir
kewarganegaraan etnis Cina) han
diselesaikan, karena ada pot
sumbangan konstruktif yang dapat
o1eh etnis Cina dalam meinaritapkan
ketahanan riasional. Jaringa
(ketchibatan atau pantsipasi warga in
dalam berbagai kegiatan dan F
betoagai kebijakan), kepercayaan
warga masyarakat, solidarttas so
tooldinasi dan ke^a sama harus chi
kernbali. Demikian juga nilai-nilai be
aturan-aturan bersama harus ^

kernbali. Halini sangat penting karei
haltersebut dapat chiadikan modal s
mencapaitujuanbersama berupamu
atau keuntunganbersamadarianggc
komunitas, yang dalam konteks Ind(
iniadalahdapattetapeksisdalamera

Sebagai sebuah nega
masyarakatnya bercorak multikult!
hukum dapat bemeren sebagaiinstn
memelihara dan meinperkokoh
bangsa? Sebagaimana diketahui bai
yang badakudalam masyarakatsela
Hukum Negara (State Law) beitIP
peraturan perundang-undangan yi
o1eh Iembagayang berkompeten, ju^



HukumAgamadan HukumAdatsebagaihukum
yang hidupdidalam masyarakat(I^Vinglaw), dan
mekanisme-mekanisme pengaturan 10kal(self
regulation atau inner order regulation) yang
secara nyata berlaku dan befungsi sebagai
sarana pengendalian SOSial (social contfo^
dalamkehidupan masyarakat,

Di!ridonesia yang masyarakatnya bereorak
multikultural-yang dengan sendirlnya memillki
kernajemukan IPIuralitas hukum)-seiama ini
berlaku sentralisme hukum (legal centralism) di
inaria implementssinya benipa pembangunan
hukumyang Iebih mengarah padakodifikasidan
unifikasi hukum yang disebut dengan Hukum
Negara (State Law) atau "hukum yang belbasis
negara' yang kernudian diberlakukan sebagai
satu-satunya hukum yang secara seragam
bertaku bagi semua warga masyarakat
Indonesia dengan mengabaikan, menggusur,
memartinalisasi dan mensubordinasi eksistensi
hukum-hukum lain (Hukum Againa dan Hukum
Adat) yang selama ini secara empitis hidup,
berkembang, dibeTlakukan dan dianut dalam
masyarakat (I^Ving law), dan senngkali bahkan
Iebih ditaati danpada Hukum Negara (State
Law). Daiam hallni secara sadar Hukum
Negara (State Lady diperankandan dimngsikan
sebagai governmental social control atau
sebagaitheseivantofrepressivepower. Hukum
telah menjadialatkekuasaan untukmembentuk
suatu masyarakat yang dicita-citakan (law as a
tool of social engeneenhg). Hallni!ah yang
menjadi sumber inuriculnya konflik daiam
masyarakatdiberbagaidaerahdilndonesia.

Agar terbentuk suatu tatanan masyarakat
(negara) multikultural dalam inaria betoagai
diversitas budaya yang ada meinilikikesetaraan
dalam arena publik, dan hukum dapat bemeran
sebagai instrumen untuk memelihara
meinperkokoh intograsi bangsa, paradigma
pembangunan hukum yang Iebih
mengedepankan ideologi sentralisme hukum
(legal centralism) harus diganti IParadijgm
shifting) dengan Ideologi pluralisme hukum

(legal pluralism). Pembangun
mengedepankan ideologi pit
(legal pluralism) atau "hukun
masyarakat'in I harus meinbel
dan perlindungan techadap a
Againa dan Hukum Adat yan:
(selain Hukum Negara ate
termasuk mekanisme-mekani!

10kal iself regulation ate
mechanism) yang seiama
berkembang dalam masya
implikasinya inaka semua n
pinsip, institusi dan tradisi-tra
hidup dalam masyaTakat h;
dalam betoagaiperaturan peru
yang menyentuh segala segil
masyarakat, baik yang be
inaupun komunal, Hukum yt
realitas kernajemukan sepertii
menemukan dan meinbangui
toknik tersendiri untuk bise

satunya institut penentu dan p
dalam itlang kehidupanyangSI

Perkembangan Pontik Hu
Penyetesaian Masalah Ke
EtnisCinaDi!ridonesia

Pornik hukum adalah "I

(legal polity) yang hendak
dilaksanakan secara riasio

pemerlntahan negara tertentu
dasar penyelenggara negar;
hukum yang akan, sedang d
yang belsumber dan nilai-nila
masyarakatuntukmencapaitu
dicita-citakan'. Dongan kalime
Moh. Mahfud MD mengatak:
hukum adalah legal polity I
yang akan diberlakukan o1e
mencapaitujuan Negara yang
berupa pembuatan huk
penggantian hukum lama". I
pornk hukum hanis bein^akpi
dan SIStem hukum yang berlal
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bersangkutan yang dalam konteks Indonesia
toIuan dan sistem iru torkandung di dalam
Feinbukaan UUD NR! Tahun 1945, khususnya
Pancasila, yang meIahirkan kaidah-kaidah
penuntunhukum.

Sebelum perubahan UUD 1945, masalah
kewarganegaraan diaturdalam Pasa1 26 ayatl
yang menyatakan bahwa "yang menjadi warga
negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli
dan orang-crong bangsa lain yang disahkan
dengan undang-undang sebagai warga
Negara. " Seianjutnya ayat 2 menegaskan
bahwa "syarat-syarat mengenai
kewarganegaraan diretapkan dengan undang-
undang". Dengan meIihat ketentuan Pasa1 26
ayatl UUD R11945 yang menyatakan bahwa
"oreng-oreng bangsa lain, misalnya Drang
peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan
peranakan Arab yang behampat kedudukan di
Indonesia, mengakuilndonesia sebagaitanah
aimya dan bersikap setia kepada Negara
Repub!ik Indonesia dapat menjadi warga
negara" berarti UUD R1 1945 tidak
mendiskriminasikan -9010ngan warga negara
satu dengan yang lain letapi hanya
mendeskrtpsikan secara SOSiologis tetyadinya
bangsa atau warga negara Indonesia yang
berasal dan kelompok besar Drang Indonesia
asli, kelompok bangsa lain yang telah lama
menetap dindonesia dan kelompok yang
menjadiWarga Negara Indonesia karenaproses
hukum pewarganegaraan (naturalisasi).
Dengan demikian politik hukum
kewaTganegaraan menurutUUD R11945 adalah
"persamaan hak menjadi suatu bangsa yang
sekaligus menjadi Warga Negara Indonesia
meskipun secara SOSi0!o9is berbeda Iatar
belakang asal-USUInya sehingga mereka
meinpunyai hak yang sama di bidang hak-hak
sipil, politik, ekonomi, SOSial, budaya dan
againa. "

Perkembangan Kebijakan 11
Penyelesaian Masalah Kewarga
Etnis Cinadilndonesia

PCImk hukum menjadiarahan dai
da!am betoagai bentuk penjaba
belbagai kebijakan pemerintah SI
Yang dimaksud dengan kebija
kebijakan publik atau kebijaksane
(public policy) adalah "apa yang
pemerintah atau yang tidak ^
pemerintah", atau "kebijakan-kebije
dikembangkan o1eh pemerinte
"pengalokasian nilai-nilaisecara paks
seluruh masyarakaf'," Lebih jelt
pendapat A. HDogerwerf yang IT
bahwa " tobiaksanaan publik ade
mencapai tojuan tertentu, denge
tonentu dan dalam urutan waktu

Kebijaksanaan adalah semacam
toThadap sesuatu masalah. Ia adj
upaya untok memecahkan, mengu
mencegah suatu masalah dengan ca
yaitu dengan tindakan yang terai
Policy dapat diterjemahkan
kebijaksanaan pemerintah. " Pada I
yang dimaksud dengan kebijaksan
adalah kebjaksanaan pemerintah
Iuas yaitu yang chindonesia benipt
perundang-undangan berbentuk
undang dan ketentuan-ketentuan
merupakan peraturan pelaksan
tingkatannyaberadadibawahundan!

Daiam konteks kebijak:
menyelesaikan "masalah Cina", r
Orde Lama bentembang dua arus
utamatentang relasiantarapribumi-r
Yang pertaina yaitu faham inte!
mencita-citakan agar keturunai
Indonesia diakui sebagai salah
bangsa sebagaimana etnis Jawa,

15 Moh. MahfudMD. 2006. MeinbangunPOWkHukum, MenegakkanKonsMusjPustakaLP3ES Indonesia, Jakarta. ha1.5.
16 Pramudya. 2007, HukumltuKepentingan. SanggarMil, asabda, Salafiga, ha1.6-7.
17 A. HongeMer1, 1985, PontikologidanProblem-problemnya, PenerbitErlangga. Jakarta. ha1. 101



sebagainya. Faham inidianutdandipertuangkan
o1eh Baperki (Badan Permusyawaratan
Kewarganegaraan Indonesia). Yang kedua yaitu
faham asimilasi yang menganjurkan agar
keturunan Cina chindonesia meinbaur dengan
masyarakattoka!. Faham inidikembangkan dan
dipe, uangkan o1eh LPKB (Lembaga Pembina
Kesatuan Bangsa) dan dilanjutkan o1eh Bakom
PKB (Badan Komunikasi Penghayatan
Kesatuan Bangsa). Faham jin kernudian
diwujudkan dalam "Pingam Asimitasi" yang
dimmuskandalamSeminarKesadaranNasional

yang diselenggarakan pada tangga1 13-15
Januatit961. Pingam iniantaralain menyatakan
bahwa "masuk dan diterimanya seorang
ketuTunan Cina to dalam tubuh bangsa
Indonesia hanis sedemikian rupa, sehingga
9010ngan dan Girl-Girl kecinaannya yang khas
hilang samasekali".

Dalam bidang kewarganegaraan, pada
tahun 1946 diterbitkan UU No. 3 Tahun 1946

tentang Warga Negara dan Penduduk Negara,
dengan inaria kewarganegaTaan dibetikan
secara o10matis (by operation of law) kepada
penduduk aslilndonesia, dan kepada "Drang-
Drang bangsa lain" (yang of daiam Penje!asan
Pasa1 26 ayat I UUD R1 1945 disebut
"peranakan") dilakukan pewarganegaraan
secara massal beadasarkan UU No. 3 Tahun
1946 10 UU No. 6 Tahun 1947. Halini
menimbulkan kernbali keadaan yang sama
dengan yang tedadi pada masa pemetintahan
kolonial Belanda yaitu tenadinya
kewarganegaraan rangkap atau dwi
kewarganegaraan. Dalam bidang ekonomi,
pemerintah Orde Lama menerapkan
"kebijaksanaan yang bersifat rasialis" yaitu
Sistem Benteng (1950-1957) (yang bentjuan
meIaksanakan Indonesianisasi perdagangan
ekpor-impor dan sekaligus meinbatasi peran
Gina daiam kehidupan ekonomi) dan Perures
No. 10 Tahun 1959 tentang Larangan Bagi
Usaha Perdagangan Kecil dan ECeran Yang

BersifatAsing DiLuar!bukota L
Tingkat I dan 11 (yang isin
kernbalilarangan bagi etnis C
untuk meIakukan aktivitas perl
di pedesaan). Perures ini meI
Cina yang saat iru meiniliki k
ganda (dwi kewarganegara;
berstatus warga negara asing

Iebih besar dakota yang
jaringan dagang yang se!ama i
Banyak dan mereka yang to;
usahanyadengan alasan hany

Indonesia yang meinoreng
cukup untok mengambil alih
Sementara iru etnis Cina

peranakan (biasa disebut
sangat mendukung perpres
mereka tidak akan terkena pt
dan bagimerekasituasiininan
momentum yang tepat unt
kesetiaan mereka kepada B
dan sebagailangkah penyelan
Akibat lain dart Perures No.
adalah etnis Cina dim
meinbalkan bukti kewargane!
nya agar mereka tidak terk
ekonomisepertiyangterkandL
tersebut.

Pada tahun 1958, saat I
1950, diterbitkan UU No. 62Te
Kewarganegaraan Repul
Meskipun dalam UUDS 1950
lidak tercantum ketentuan y:
warga negarayang bemsalda
asli dan Drang asing, tetapi k
Peraturan Penutup UU
menyatakanbahwa:
Bareng siapa perlu meinbL
warganegara Republik Indc
meinpunyai suret bukti ya
bahwa ia meinpunyai atau ^
tofut meinpunyai atau to
kewarganegaraan itu, dap;

18 Wasino, op. ciL, ha1.31-32

84



Pengadilan Negerl damempattinggalnya untuk
menetapkan apakah ia warganegara Republik
Indonesia atau tidak menurut acara perdata
biasa. Ketentuan jin tidak mengurangi
ketentuan-ketentuan khusus atau beadasarkan

undang-undang lain; ternyata telah chiadikan
dasar untuk memberIakukan SBKRl (kartu
Identitas yang menyatakan bahwa pemiliknya
adalah warganegara Republik Indonesia) untuk
mengurus kepentingan-kepentingan tertentu,
dan tentunya bersifatdiskriminatifkarena hanya
diberlakukanbagietnisCinayang dilahirkandan
secara tuttin ternurun hidup dilndonesia.
Kepemilikan SBKRl adalah salah satu syarat
yang hanisdipenuhiseseorang untukmengurus
berbagai keperluan sepali KTP, memasuki
dunia pendidikan, permohonan paspor,
pendaftaran pemilih- pemilu, menikah,
meninggaldan sebagainya. Padahalkatadapat
(sengaja digaris bawah, penulis) sebenarnya
menunjukkanbahwaSBKRlbersifatfakultatif.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, untuk
mengatasi"masalahCina"diterapkan kebijakan
asimilasidengan inaksudagarorang-orang Cina
secara individual mendekatkan din pada suku
setempat dan secara berangsur-angsur
meinbaurkan diri-ke dalam masyarakat
setompat sehingga eksklusivisme 9010ngan
tersebutdapatdihapuskan. Kebjakan inidiawali
dengan dikeluarkannya Resolusi MPRS No.
1/11Res/MPRS/1966 tentang Pembinaan
Kesatuan Bangsa, pada tangga1 5 Juli 1966,
yang menyatakan Iarangan terhadap
perangkapan kewarganegaraan dan permnya
meinpercepat proses intograsi meIalui asimilasi
warga negara keturunan asing chindonesia. Hal
ini hendak dilakukan dengan menghapuskan
secara tuntas segala hambatan yang inungkin
dapat mengakibatkan hubungan yang tidak
harmonis antara WNl keturunan asing dan
masyarakatpribumi,

Untuk mewujudkan kebijakan asimilasi
tersebut dikeluarkanlah peraturan perundang-

undangansebagaiberlkut:
Keputusan Presidium Kabir
1271U/Kep11211966 tentang Peratur
NamaBagiWNIYangMemakaiNamal
Instruksi Presiden No. 14 Tahun 196

Againa, KepercayaandanAdat-1stiada
Instruksi Presidium Kabinet No. 371Ul

Tentang Kebijaksanaan Pokok Pen
Masalah Cina;
Keputusan Presiden No. 240 Tat
tentang Kebijaksanaan PokokYangMt
Warga Negara !ridonesia KeturunanA:
Undang-Undang No. 4 Tahun 196!
Pemyataan Tidak Berlakunya Undan
No. 2 Tahun 1958 tentang Pe
Pertanjian Antara Republik Indonesii
RRCMengenaiSoalDwi-Kewaiganeg
Keputusan Presiden No. 13 Tahun 191
Tata Cara Penyelesaian Perl
Kewarganegaraan Republiklndonesie

Mengenai bagaimana hasil
asimilasiiniada beberapa pendapaty
dikemukakan of sini, Yang pertan
pendapat Stuart W. Grief yang in
bahwa proses pembauran sudah be
cukup baik ternukti bahwa etnis Cm:
untok meninggalkan kebudayaan (
diwariskanolehnenekmoyang merek
"hanga" atau pengorbanan yang han
untuk ditchma sepenuhnya sebagait
warga negara Indonesia. Keharusan I
penggantian nama dan lain-lain yt
dilakukan dalam rangka proses asii
Grief dipandang telah memaci
pembauran. " Terapi kalau yang I
adalah tetiadinya pembauran secara
masalah pembauranmasihjauhdariti

Setolah Soeharlo tuftin dad jt
telah dilakukan perbaikan of bidang
yang berkaitan dengan kewarganeg;
Ginayangselamainisangatdiskrlmin^

Pada masa pemerintahan B.
19 StuarlW. Grief, 1994. 'WNl';ProblemamOranglndonesiaAsalCina, PuslakaUlama Gram, Jakarta, bai. 123-133.



diterbitkan Inpres No. 4 Tahun 1999 (untok
menegaskan kernbalipelaksanaan Keppres No.
56 Tahun 1996) yang menentukan bahwa: I).
Keppres mengenai pemberian
kewarganegaraan dan berita acara
pengambilan sumpah menjadi dasar untuk
kebutuhan penyelesaian administrasi
kependudukan; 2). Untok kepentingan tenentu
yang memerlukan bukti kewarganegaraan
Republik Indonesia, isten dan/atau ariak cukup
meinpergunakan Keppres mengenaipemberian
kewarganegaraan suami/ayah atau ibu, besena
benta acara pengambilan sumpah, atau KTP,
atau Kant Keluarga atau Akte Kelahiran yang
belsangkutan; 3). Bagi warga negara Republik
Indonesia yang telah meini!iki KTP, atau Kartu
Ke!uarga, atau Akta Kelahiran, pemenuhan
kebutuhan persyaratan untuk kepentingan
tersebut cukup menggunakan KTP, atau Kanu
Keluarga, atau Akta Kelahiran tersebut; dan 4).
semua peraturan perundang-undangan yang
untuk kepentingan tenentu mensyaratkan
SBKRl dinyatakan tidak berlaku lagi. Inpres ini
kernudian dimdaklanjuti dengan Surat Edaran
Mentori Dalam Negeri No. 471,211265/SJ
Tangga1 18 Juni 2002 yang memerlntahkan
semua GubemurlBupatilWalikota di seiuruh
Indonesia untok tidak lagi memberIakukan
SBKR!. Sebulan kernudian keluar Suret EdaTan

Direktur Jenderallmigrasi Tangga1 9 Juli 2002
yang menyatakan bahwa dalam permohonan
pasportidak diperlukan SBKRl(Warga Negara
Indonesia yang telah me in peroleh
kewaiganegaraan meIalui pewarganegaraan
cukup melampirkan petikan Keppres tentsng
Pewarganegaraan, tetapi untuk ariak dan
keturunannya cukupdenganAkta Kelahirandan
KTP). dan Surat Edaran Diden ImigrasiTanggal
16Apri12004 yang isinyasenada, ternyatajuga
tidak menghentikan praktek penyalahgunaan,
sebab hingga saat'ini hampir of seiuruh kantor
jinigrasi masih mein persyaratkan SBKRl dalam
pembuatanpaspor.

Pada jaman pemerlntaha
Wahid diterbitkan Keppres No
tentang Pencabutan Inpres No
tentang Againa, Kepercayaan (
Cina. Terbitnya keppres yang is
pengakuan terhadap Identitas
Cina yang menjadititik balik y:
kernbalinya hak-hak budaya err
chiadikan momentum untuk
eksistensi etnis Cina dilndones

etnis-etnis lainnya inI, ternyate
dua pandangan yang badolak
dapat menimbulkan ketegan
dalam masyarakat etnis Cina
etnis lainnya. Pandangan perle
kelompok etnis Cina ye
mendapatkan kernbaliidentitas
Sedangkan pandangan keC
representasidari kelompok e
bemicara tentang identitas
menekankan pada intogras
mengatasiidentitas-identit;
beragam. Ditengah perukaiar
konflik SARA lainnya yang
todadi, penonjo!an SImbol-sim
yang sekarang dimungkinkan
kepprestersebutmemilikipotei
masalah baruda!am relasianta

sisi yang lain, penekanan
riasional yang mengatasiident
menafikan subjektivitas etnis
Thung JU Lan, identitas or
penting bagirelasi antaretnis, !
relasi antar etnis Cina d

Pengakuan terhadap eksistei
Cina-an' pada kelompok err
adjnya bagi subjektivitas seti
Cina dan bagiinteraksi SOSi
bersangkutan dengan sese
inaupun dengan mereka yang
pengakuan tersebut, sub
bersangkutan menjadi ambigi

20 Mega Chasma, Op. at. ,ha1.4144.
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sehingga loyalitas merekapun diperlanyakan,
seperti yang tenadi seiama ini di inaria loyalitas
etnis Cina sebagai warga negara Indonesia
dipertanyakan.

Seianjutnya angin segar bagi etnis Cina
kernbali berhembus Iewat pemyataan yang
diungkapkan o1eh Presiden Megawati ketika
menerima MasyarakatBulutangkispadatanggal
14 April 2004 bahwa "tidak ada pembedaan di
antara seluruh warga negara karena yang ada
hanya dua kategori yaitu Warga Negara
Indonesia (WNl) dan Warga Negara Asing
(WNA) yang dibuktikan secara seragam Iewat
KTP dan Akta Kelahiran'; dan diretapkannya
HanTahun Baru Imleksebagaihariliburnasional
meIaiui Keppres No. 19 Tahun 2002. Bankan
sebelumnya, yaitu pada tangga115 Maret 2004,
Wakil Presiden Hamzah Haz memetintahkan

sekretartsnya untuk menerbitkan Surat Edamn
Setwapres No. B. 3/3 yang is inya
memerintahkan kepada Jaksa Agung, Kapo!rl,
Mental- meriteri Kabinet Gotong Royong,
Pimpinan Lembaga Pemerintah Nori-
Departemen, Pimpinan LembagaTinggiNegara,
dan Gubernur/Bupati/Wallkota seluruh
Indonesia untok menertibkan atau menindak

aparat bawahannya yang masih
memberIakukan SBKRl bagi WN! keturunan
Tionghoa, Indiadan lain-lain.

Untuk malaksanakan Pasa1 26 ayatl UUD
NRI Tahun 1945, pada tanggall Agustus 2006
diterbitkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang
KewaTganegaraan Repub!ik Indonesia. Dalam
Pasa1 2 UU tersebut dinyatakan bahwa " yang
mealadiWarga Negara Indonesia adalah Drang-
oreng bangsa Indonesia asli dan oreng-Drang
bangsa lain yang disahkan dengan undang-
undang sebagai warga negara".
Dipergunakannya beberapa asas khusus daiam
penyusunan UU No. 12Tahun2006sepertiasas
kepentingan riasiona!, asas perlindungan
matsimum, asas persamaan of dalam hukum
dan pemerintahan, asas nori-diskrlminatif, dan
asas pengakuan dan penghormatan techadap

hat asasi inariusia, serta adanya PI
Pasa1 2 yang menyatakan bahw
dimaksud dengan bangsa Indonesiaa
oreng Indonesia yang menjadi Warg;
Indonesia seiak kelahirannya dan tide
menerlma kewarganegaraan lain atas I
sendiri' me inpermhatkan kernajuan yai
signifikan dalam pengaturan I
kewarganegaraan, dan merupakan an
bagi etnis Cina karena dengan undan
ini etnis Gina yang Iahir dilndonesia
oreng Indonesia asli yang meinpunya
kewajiban yang sama sepali warg.
lainnya. Dengan demikian undang-u
dengan jelas dan tegas telah in
diskriminasi dalam bidang kewarga
etnis Cina. Selain iru dengan adanyapi
dalam penjelasannya bahwa "undan
ini pada dasarnya tidak in
kewarganegaraan ganda (bipatride)
undang-undang inidengan Ie!as dan t
telah menghapuskan kewarganegara
yang sebe!urnnya dimiliki o1eh etnis (
menimbulkan perlakuandiskriminatiftE

Salain iru pada tangga1 29 Desen
juga telah diterbitkan UU No. 23 Ta
tentang Administrasi Kependuduk
mencabut belbagaistaatsblad yang
pencatatan sipil secara terpisah bagi
Indonesia, yang tentu saia bersifat disl

Benarkah bahwa terbitnya kedu;
undang tersebut akan mengakhiri
diskriminatifterhadap etnis Cina, danj
menyelesaikan masalah kewarga
etnis Cina of Indonesia? Dejapan b!
sudahusia UU No. 12Tahun 2006, tett
perkembangan yang kurang menggi
sudah tedadi. Berkaitan dengan pere
Raya jinlek dan Cap Go Meh,
Pontianak Dr. H. BUGhary Abd
mengeluarkan Suret Keputusan
Pontianak No. 127 Tahun 2008 tel

Febniari 2008 tentang Jual Bat, Pe
Petasan, dan Pelaksanaan Arak



BarongsaiDalamWilayah Kota Pontianak, Surat
Keputusan yang is inya: I). Dalam
meIaksanakan perayaan Tahun BaniImlek dan
Cap Go Meh dilarang untuk meinpertualbelikan
dan memasang petasan, serta meIaksanakan
arakan naga barongsai chialan urnum dan
fasilitas urnum yang bersifat terbuka
(pelaksanaan arakan naga barongsai hanis
dilaksanakan di Stadion Suktan Syarif
Abdurrahman Pontanak); 2). Untuk sarana
mobilisasi ke tempat yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud di atas, harus
menggunakan kendaraan truk dan seienisnya;
dan 3). Keputusan ini inulai badaku seiak
tanggal diretapkan (5 Februar1 2008) dengan
ketentuan hal-hal yang belum cukup diatur
dalam keputusan iniakan ditetapkan kernudian.
Meskipun SK ini meintou polemik dan seiumlah
pihak menuntut agar dibatalkan, tetapiWalikota
Pontianak tidak bergeming. Dia bahkan
menegaskan bila ada yang melanggar berani
mengingkari keputusan bersama, karena SK inI
dibuat beadasarkan Hasil Rapat Muspida Kota
Pontianak tangga1 30 Januari 2008 dan
Pertemuan dengan tokoh-tokoh Tionghoa Kota
Pontianak. " Nampaknya Wallkota Pontianak
Iupa atau inungkin belum tahu bahwa sebelum
mitelah diterbitkan Keppres No. 6 Tahun 2000
tentang Pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967
tentang Againa, Kepercayaan dan Adat-Istiadat
Cina.

diterbitkan Keppres No. 52Tah
menurut Pasa1 2 ayat I all
"pendaftaran penduduk me11
tentang penyelenggaraan dai
Kanu Ketuarga, Kanu Tanda
pencatatan tentang setiap I
redadi"; dan menurut Pasa1 6 I
bahwa "setiap warga negare
meinbuktikan kewarganegarai
mein peroteh Bukti Kewargane
kernudian dimdaklanjuti den
No. JB. 3/4/12; sada dart
toadapat daiam Inpres No. 2 '
menyatakan bahwa "SBKRl
pada WNl keturunan asing"; )
dalam SKB Mentori Kehakin

Dalam Negerl No. M. 01-UM. (
42 Tahun 1980 dalam inaria C

"SBKRldapatdiberikan kepad:
keturunan asing yang telah de\
meiniliki bukti kewargane
diartikan bahwa penerbitai
dilakukan kepada warga negi
hal dinerlukan atau kepada ^
keturunan asing yangtelah del
memilki buktikewarganegarai
prakteknya, untuk kepentinga
pembuatan paspor, penca
pendidikan (pendaftaran seK
adanya SBKRl, bahkan untol
orangtuanya telah meiniliki S
hanya diberlakukan bagi
Indonesia keturunan asing di
Cina yang Iahir dan secar.
bereinpattinggal of Indonesia
Meriteri Kehakiman No. .

Tatangga1 16 Juni 1980 y
bahwa "khusus dalam mr

paspor dan pendidikan, pe
ternisah dengan SBKRltidal
Tetapi perlakuan diskriminal
badangsungallapangan. Disi:
masih ditambah dengan PI

Hambatan-Hambatan Yang Muncul Daiam
Pelaksanaan Kebijakan Mengenai
Penyelesaian Masalah Kewarganegaraan
EtnisCinadilndonesia

Hambatan yangmunculdalampelaksanaan
kebijakan mengenai penyelesaian masalah
kewarganegaraan etnis Cina dilndonesia
adalah hambatan dan sisi substansial.
Sebagaimana diuraikan of inuka bahwa daiam
rangka pendaftaran penduduk (baik techadap
warga negara Rl inaupun warga negara asing)
21 HatanJawaPos, SKWalikotaPicuKontioversi. 22Februar12008.
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yang meinbebani etnis Cina dalam pembuatan
danregistrasiSBKRl

Halini sangat bertentangan dengan
Keppres No. -240 Tahun 1967 tentang
Kebijaksanaan PokokYang MenyangkutWarga
Negara Indonesia KeturunanAsing, yang antara
lain menentukan bahwa: I). WNl keturunan
asing adalah sama kedudukannya of dalam
hukum dan pemeTintahan dengan Bangsa
Indonesia lainnya (Pasa1 I); 2). WNl keturunan
asing adalah Bangsa Indonesia yang tidak
berbeda dalam hak dan kewajiban dengan
Bangsa Indonesia lainnya (Pasa1 2); dan 3).
Pembedaan perlakuan antara WNl keturunan
asing dan WNl as!i dinadakan dan tidak
dibenarkan(Pasa14).

Hingga teTbitnya KeppTes No. 56 Tahun
1999, yang dimdaklanjutidengan In pres No. 4
Tahun 1999; SE Mendagri No. 471,211265/SJ
Tertangga1 18 Juni 2002 yang memerintahkan
GubemurlBupatiNValikota of seluruh Indonesia
untuk tidak lagi meinberlakukan SBKRl; sala
SE Diden ImigrasiTertangga19 Juli2002 dan 16
April 2004 yang menentukan bahwa untuk
pembuatan pasportidak mensyaratkan SBKRl;
perlakuan diskriminatifterhadap etnis Ginayang
mensyaratkan SBKRl daiam kepentingan-
kepentingan tertentu masih tetap badangsung.
Sebagai dampak dart perlakuan diskriminatif
tersebut inuricul hambatan kultural datam
intersksi antara etnis Cina dengan etnis lain
karena etnis Gina meresa diperlakukan
diskriminatif yaitu meskipun Iahir, hidup dan
secara tuTun ternurun tinggal allndonesia
namun status kewarganegaraannya dibedakan
dengan etnis minoritas lain sepali keturunan
Arab dan India yang tidak mengalami masalah
daiamstatuskewarganegaraan karenaotomatis
medadi WNl. Akibat Iebih Ianjut dan halini
adalah 'keterpisahan" etnis Gina dart penduduk
setempat daiam iangka pantang yang potensial
menimbulkan konflik yang kadang-hadang
hanya disebabkan masalah sepele,
misinformasiatau miskomunikasisaja.

Kesimpulan

Beadasarkan pembahasan di in
disimpulkanbahwa:
I, Pointik Hukum of bidang kewarg:

yang diatur dalam UUD NR1 19
"persamaan hak untuk menja(
sekaligus warga negara Indone
meinbedakan Iatar belakang asa
yang diharapkan dapat menu
masalah kewarganegaraan etni
Indonesia.

2. Kebijakan penyelesaian
kewarganegaraan etnis Cina of
sebenamya menunjukkan perk
yang menggembirakan, terbuk
dihapuskannya persyaratan int
SBKRl dalam kepentingan-ke
tertentu, meIalui berbagai
perundang-undanganyangditert

3. Hambatan yang inuricul dalam
kebijakan mengenaipenyelesaie
kewarganegaraan etnis Cina di
adalah dalam implementasinya c
berupa tenadinya penyimpar
penyalahgunaan yang dilak!
aparaVbirokTatpelaksana.

Saran

Terkaitdengan hambatantei:
betoagai peraturan perundang-unde
mengatur mengenai SBKRl tersi
disosialisasikan lagi. Di samping iru
adanyasanksiyang Iebihtegasbagit
meIakukan pelanggaran dan tindi
diskriminatifterhadapsesamawarga



A1 Qurtuby, 2003, Arus Cine, Islam, Jawa,
Bongkar SI^jarah atas Peranan Tionghoa
daiam Penyebaran Againa Islam of
Nusantara Abad XV dan XVl, Jakarta:
Irispeal Ahimsakarya Press Indonesia-
Perhimpunanlnti.

Denys Lombard , 1996, Nusa Jawa: Slang
Budaya, Kan^n Seiarah 7:9ipadu , Bagian 11:
Jamgan Asia, Jakarta: PT Grainedia
PustakaUtama.

Grief, StuartW. , 1994, "WNl": Problematik Orang
Indonesia Asal Cma fatedemahkan ke
dalam Batasa Indonesia o1eh A. Dahana),
Jakarta: PustakaUtamaGrafiti.

Hoogerwerf, A. , 1983, finu Pemerintahan,
Jakarta: PenerbitErlangga.

Jimly Asshiddiqie, 2007, Patch-Pokok Hatum
Tata Negara Indonesia Pasca Refonnasi,
Jakarta: PT. Bhuanallmu Populer,

Mega Chistina, 2006, SBKRI NO Way Untuk
Masa Depan nanpa Diskrimhasi, Jakarta:
Yappika-A1iansi Mayarakat Sipil untuk
Demokiasi.

MeIy G Tan (ed. ), 1979, Golongan Etnis
lionghoa dimdonesia, Suatu Masalah
Pembinaan Kesatuan Bangsa, Jakarta: PT
Grainedia.

Daftar Pustaka Moh. Mahfud MD, 2006, Mein
Hukum, Menegakkan Kons
PustakaLP3ES Indonesia.

Nurhadiantom0, 2004, Hukur
SOSial, Konink-Konink SOSi
dan Hukum Keadffan SOS

Muhammadiyah University P
Orighokham, 1983, RakyatdanN

SinarHarapan.
Pramudya, 2007, Hukum Itu

Salatiga:SanggarMitraSabc
Suryadinata, Leo, 2002, Negara

Kasus Indonesia, Jakarta: F
Indonesia.

Tanrl Abeng, 2000, Dan MeI^
Managing atau Chaos:
Globalisasi dan Ket

(Penyunting: A. Sandiw
Jakarta: PustakaSinarHaraj

Tilaar, HA. R. , 2007, Mengindo
dan Identitas Bangsa Into
dan Peispektiflfrnu Pendidif
RinekaCipta.

Wasin0,2006, WongJawadanM
irku Hubungan SOSial ant,
dengan Jawa of Solo 7:11
Semarang:UNNESPRESS.

90


